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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas
Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Seluma dapat meyelesaikan Buku berjudul
“Pedoman Standar Data Statistik”. Penyusunan Buku ini
bertujuan untuk membantu produsen data data dalam

rangkapemenuhan Standar Data Statistik.

Buku ini tersususn berkat bantuan, saran, dan
masukan dari berbagai pihak yang telah membantu
dalam penyusunannya. Kami menyadari bahwa
penyususnan buku ini masih jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran untuk
perbaikan selanjutnya. Semoga buku ini dapat

menberikan manfaat bagi pembacanya.

Seluma, Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
P::rsa.udia.'rgdﬂ:n Statistik paten Seluma
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Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola
data pemerintah untuk menghasilkan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung
jowabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui
pemenuhan Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode
Referensi dan Data Induk™.

STANDAR DATA

METADATA

INTEROPERABILITAS

KODE REFERENSI
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REGULASI TENTANG STANDAR
DATA STATISTIK

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk
Teknis Standar Data Statistik, merupakan tindak
lanjut dari Perpres 39 Tahun 2019 sebagai pedoman
dalam Penyusunan Standar Data Statistik.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4
Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik
Nasional
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KERANGKA PIKIR




PENYELENGGARAAN ////////

SATU DATA INDONESIA

Perencanaan Data

e Menentukan daftar data (produsen untuk masing -
masing data, dan waktu rilis data)

e Penentuan daftar data dengan menghindari
duplikasi

e Penentuan daftar data berdasarkan kesepakatan
forum dan rekomendasi pembina data

2 Pengumpulan Data

e Data yang dikumpulkan sesuai daftar data,
memenuhi standar data, sesuai jadwal rilis data

e Data yang dikumpulkan harus disertai
Metadata

e Data disampaikan kepada Walidata

3 Pemeriksaan Data

e Data yang dihasilkan oleh Produsen Data
diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip SOI
oleh Walidata

4 Penyebarluasan Data

e Data yang dihasilkan oleh Produsen Data
diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip.-SDI
oleh Walidata
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TUJUAN DAN MANFAAT %//////

Standar Data Statistik Nasional digunakan sebagai
salah satu rujukan dan bahan evaluasi dalam

penyelenggaraan Kegiatan Statistik

(Peraturan BPS No 4 Tahun 2021)

TUJUAN

e Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan
integrasi data

o Kemudahan dalam penggunaan data, memberikan akurasi
dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan
meminimalkan pengumpulan data yang serupa

MANFAAT

e Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh
pemerintah melalvi standardisasi penyelenggaraan data
pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi,
klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi

e Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar
Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki
kewenangan untuk  melakukan  pembinaan  bagi
pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik
dengan Walidata dan Produsen data di setiap® Instansi

Pemerintah e
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STANDAR DATA STATISTIK

Relevansi,
Ketidakberpihakan,
dan Keterbukaan

Sumber Statistik
Resmi

Koheren dengan
Penggunaan Standar
Internasional




PENYUSUN STANDAR DATA

W

DAN KOMPONENNYA

Judul Indikator

Nama data yang biasa digunakan suatu perubahan pada sebuah kejadian/kegiatan

Konsep
Merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi

Devinisi
Merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan
cakupan Data tertentu dengan Data yang lain

Klasifikasi
Merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara lvas

Ukuran

Merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan

Satuan
Merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk
mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan




%

KETERKAITAN STANDAR
DATA DAN METADATA

Konsep
Definisi
Klasifikasi
Ukuran
Satuan

1. Metadata Kegiatan
2. Metadata Variabel
e Konsep
e Definisi
3. Metadata Indikator
Konsep
Definisi
Klasifikasi
Ukuran
Satuan




' TATA CARA DAN ALUR %//////

PENGAJUAN STANDAR DATA
STATISTIK

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU

IV Imefsiowtor/Vasiabes] Vasg Dusjulns
Calcupan Pengrunsan Vieraeel ] Liekas mrann’ Tkl Loeian fatamsr

= et yaay tsdak pasia

Ho [ Xemuap Daliiial 4TI TTT] e Hanawn
Eeadicutenr Viasiabal Pagroliean

mmmmmm




7
» TATA CARA DAN ALUR

PENGAJUAN STANDAR DATA
STATISTIK

STANDAR DATA
STATISTIK
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' FORMULIR PENGAJUAN %//////

USULAN BARU




' FORMULIR PENGAJUAN %//////

USULAN BARU




FORMULIR PENGAJUAN ////////

PEMUTAKHIRAN
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TEMUAN MASALAH PADA
PENGISIAN FORMULIR
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ALUR PENGAJUAN STANDAR
DATA LINTAS INSTANSI
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PENGAJUAN STANDAR DATA
(oleh Produsen Data)
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PEMERIKSAAN STANDAR DATA
(oleh Walidata)

Walidata
Provinsi

Walidata
Kab/Kota

Walidata Kab/Kota Walidata Provinsi memeriksa

memeriksa pengajuan/pemutakhiran
pengajuan/pemutak SOS dari Produsen Provinsi
hiran SOS dari dan Walidata Kab/Kota.
Produsen Data Selanjutnya Walidata Provinsi
Kab/Kota mengelompokkan usulan

tersebut berdasarkan K/L
Pembina dan meneruskan
usulan ke K/L Pembina.

selanjutnya
meneruskan ke
Walidata Provinsi.

Walidata
Pusat

Walidata K/L Pembina memeriksa masukan
usulan dari Produsen Pusat dan OPD sesuai
subject binaan mereka, selanjutnya

meneruskan ke Pembina Data.
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PEMERIKSAAN STANDAR DATA
(oleh Pembina Data)

Dasar rujukan internasional (jika ada) atau
rujukan lainnya (UU/Peraturan
Pemerintah) yang berlaku lintas instansi

Ketersediaan dan kejelasan dari standar
data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran
dan satuan)

Perbedaan penamaan standar data
statistik yang diajukan namun memiliki
makna yang sama dengan standar data
statistik yang telah ditetapkan

Penggunaan data yang akan dihasilkan
dari standar data statistik yang diajukan

(19
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ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA
TIDAKLINTAS INSTANSI

ALUR PENETAPAN STANDAR DATA
TIDAK LINTAS INSTANSI K/L PUSAT
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PENETAPAN STANDAR DATA
STATISTIK

Penetapan yang dilakukan oleh BPS hanya
untuk SDOS yang berlaku Lintas Instansi

Penetapan SOS yang tidak lintas instansi
ditetapkan oleh pimpinan K/L Pusat masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya
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PERBEDAAN STANDAR DATA STATISTIK

LINTAS DAN TIDAK LINTAS STATISTIK

SDS LINTAS INSTANSI

SDS TIDAK LINTAS
INSTANSI

Standar data statistik yang
berlaku lintas

Standar data statistik yang
pemanfaatannya ditujukan untuk

DEFINISI kementerian/lembaga/ memenu.hl kebutuhan instansi
. : . sesuai dengan tugas dan
dinas/instansi )
fungsinya
Oleh Oleh
PENETAPAN Pembina Data Statistik K/L Pusat
BENTUK Keputusan Produk Hukum yang
Kepala Badan Pusat ditandatangan Pimpinan Tinggi
PENETAPAN Statistik K/L Pusat
Semua K/L Tertentu dan
PEN NAAN . L
GGU K/L/D/l Pusat maupun Daerah Dinas/Intansi binaannya
Indikator Sustainable
Development Goals (SDGs),
CONTOH Indeks Penyelenggaraan Survei
Pemerintah Kepuasan Masyarakat, Survei
PENGGUNAAN g ¢

Daerah, Sensus Penduduk,
Daerah Dalam Angka, Sensus
Pertanian

Kepuasan Layanan
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Tugas Pelaksana SDI Daerah dalam Perpres No 39 Tahun 2019

Pasal 20 ayat (1)

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan
pengumpulan data; dan
2.Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21 ayat (1)

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

1..Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen
Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data
Indonesia;

2.Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data
Indonesia; dan

3.Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina
Produsen Data tingkat daerah.

Pasal 22 ayat (1)

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas::
1.Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah
megenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2.Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
dan
3.Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata

tingkat daerah @



SATU DATA

UNTUK SELUMA ALAP

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JI. Basuki Rahmat, Pematang Aur, Tais, Kabupaten Seluma
Portal SDI: data.selumakab.go.id
Telp. 0736 9150034
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